
 
 

 
BUPATI PASURUAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR  16  TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 69 TAHUN 2018 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

Menimbang  :  a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam 
Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tanggal 28 September 
2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan 
Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang 
diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Surat Sekretaris Daerah 
Provinsi Jawa Timur tanggal 31 Desember 2018 Nomor 
903/17.528/201/2018, tentang Pagu Anggaran Definitif 
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota 
Pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019, perlu 
dilakukan pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek 
belanja berkenaan dan pergeseran antar objek belanja dalam 
jenis belanja berkenaan pada beberapa Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD); 

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 160 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pergeseran antar rincian 
objek belanja dalam objek belanja berkenaan dan pergeseran 
antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditetapkan dengan 
Peraturan Kepala Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan 
Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
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   2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 
Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4574); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang  
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); 

22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan; 

23. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk 
Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
2018; 

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2019; 
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25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2018 
tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Fisik Tahun Anggaran 
2019; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018; 

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 
tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi 
Hasil Cukai Hasil Tembakau; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; 

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan 
Tahun Anggaran 2019; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2007 Nomor 05); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2009 
tentang Investasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 219); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan 
Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Pasuruan Nomor 233) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 
Tahun 2018; 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 
235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2016;  
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37. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun Anggaran 2019; 

38. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI PASURUAN NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG 
PENJABARAN  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2019 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2018 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2019, diubah sebagai berikut : 

1. Jumlah anggaran yang dilakukan perubahan anggaran adalah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

2. Beberapa ketentuan dalam Lampiran II yang mengatur mengenai anggaran 
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai berikut : 
1. Dinas Pendidikan; 
2. Dinas Kesehatan; 
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman; 
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
5. Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; 
6. Dinas Komunikasi dan Informatika; 
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 
8. Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan; 
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 
10. Kecamatan Beji; 
11. Kecamatan Bangil; 
12. Kecamatan Gondang Wetan; 
13. Kecamatan Grati; 
14. Kecamatan Kejayan; 
15. Kecamatan Pandaan; 
16. Kecamatan Prigen; 
17. Kecamatan Purwosari; 
18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 
19. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. 
diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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3. Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut 
dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

 
 
  Ditetapkan di  Pasuruan 
  pada tanggal  1 April 2019 

  BUPATI PASURUAN, 

   
              Ttd. 
 

  M. IRSYAD YUSUF 
 

Diundangkan di  Pasuruan 
pada tanggal  1 April 2019 

SEKRETARIS DAERAH, 

         Ttd. 
 
AGUS SUTIADJI 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 16 
 

 TELAH DITELITI 

Pejabat Tanggal Paraf 

Sekretaris Daerah    

Asisten PKR   

Kepala BKD   

Kabag. Hukum   

Sekretaris Badan   

Kabid. Anggaran   
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